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ABSTRAK

Peranana POLRI dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum
POLRESTA Medan
Adalah suatu keniscayaan yang perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh mengingat kota
Medan adalah suatu kota besar dan padat penduduk yang didiami oleh berbagai suku dan
ETNIS, dan sekaligus kota Medan adalah merupakan kota Segitigamas (Pusat Perdagangan).
Oleh karena itu untuk melaksanakan fungsi POLRI sebagai pelindung masyarakat sangat
penting bagi POLRI untuk menangani Permasalahan puncurian kendaraan bermotor, agar
masyarakat kota Medan merasa aman dari segi tindak Pindana pencurian sepeda motor (dalalm
istilah sekarang “BEGAL™).
Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini ialah :
Penelitian Hukum Normatif dan Doxtrinal yaitu penilitian hukum yang mempergunakan sumber
data skunder.
Pada pelaksanaan Penelitian Hukum ini dilakukan antara lain :

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum

b. Penelitian terhadap Sinkronisasi hukum

Dan setelah di lakukan penelitian yang mendalam faktor-faktor penyebab kasus pencurian
kendaraan bermotor di Wilayah Hukum POLTABES Medan :

a. Faktor Penegakan Hukum, ringannya hukum yang dijatuhkan oleh hakim yang
mengadili perkara pencurian kendaraan bermotor sehingga tidak menimbulkan efek
jerah.

b. Tinggi nya tingkat pengangguran di kota Medan dan sekitarnya bagi usia produktif,
sehinga memberi peluang masyarakat ekonomi lemah (pengangguran)

Peran dan tindakan POLRI dalam menangani pencurian kendaraan bermotor di Wilayah
POLRESTA Medan adalah :

1. Melakukan kegiatan patroli secara terus menerus.

2. Melakukan tindakan pada saat terjadi peristiwa pidana pencurian kendaraan bermotor
3. Melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku pencurian kendaraan bermotor.

4. Melaksakan kegiatan Kring Serse dalam rangka penguasaan wilayah
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polri pasca orde baru adalah Polri yang berbeda dengan masa
sebelumnya. Bila selama rejim pembangunan Polri dijadikan sebagai
instrumennya, sekarang tidak lagi. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan
Polri ke luar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya,
fungsi Polri selanjutnya adalah sebagai alat negara, penegak hukum,
pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. Sebagai aparatur
penegak hukum, maka tidak tepat lagi bila Polri menjadi bagian dari sebuah
kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, yakni Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Untuk selanjutnya, organisasi yang
dikenal sebagai pengemban Tri Brata.' ini mesti melakukan berbagai
perubahan, mulai dari paradigmatik sampai ke empirik. Tanpa semangat itu,
nampaknya kepercayaan publik atas perubahan peran yang dimaksud, akan

terus merosot.

! Sesuai dengan tuntutan reformasi, Tri Brata pun mendapatkan pemaknaan baru,
Bila sebelumnya menggunakan Bahasa Sanskerta, sejak Sarasehan Sespimpol 17-19 Juni
2002 di Lembang dasar dan pedoman moral Kepolisian Negara Republik Indonesia ini,
dalam Bahasa Indonesia maknanya adalah:
I. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa. 2.Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3,
Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk
mewujudkan keamanan dan ketertiban. Lihat Jenderal Pol (Purn.) Awaloedin Djamin et
© al, Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia: Dari Zaman Kuno sampai sekarang,
him. 493
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Bila hal ini terjadi, maka kesatuan ini tidak lagi mampu mengklaim
dirinya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, melainkan
kepolisian yang jauh dari rakyat yang harus dilindungi dan dilayaninya,
yakni rakyat Indonesia.

Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai
penegak hukum (law enforcement officers), pemelihara ketertiban (order
maintenance). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian

polisi sebagai pembasmi kejahatan (crime fighters). Namun di dalam negara

yang sistem politiknya otoriter, makna peran polisi sebagai alat penegak

hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. Sebagai akibatnya, keberadaan
polisi bukannya dekat dan melindungi masyarakat, melainkan sebaliknya
berada jauh dari rakyat, dan justru berhadapan dengan rakyatnya. Sementara
di negara demokratis, polisi harus transparan dan bukan membela
kekuasaan. Oleh karenanya pengawasan terhadap lembaga yang memiliki
alat kekerasan ini mesti dilakukan oleh rakyat, lewat badan independen
yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak di Kota Medan, berbagai
macam modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian
kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan
tersebut sangat meresahkan masyarakat.

" Kejahatan pencurian- kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap
harta benda yang lajim terjadi di negara-negara berkembang sepertillndonesia,

selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-
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